
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.972, 2019 KEMENDAG. Ketentuan Umum Distribusi Barang. 

 
 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 66 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  

NOMOR 22/M-DAG/PER/3/2016 TENTANG KETENTUAN UMUM 

DISTRIBUSI BARANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kondusifitas dunia usaha, 

meningkatkan efisiensi distribusi barang, dan 

menyederhanakan ketentuan umum distribusi barang, 

perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum 

Distribusi Barang; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 

tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 

Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3214); 

2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
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Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3817); 

3.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724); 

4.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

5.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

6.  Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 

Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4742); 

8.  Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

9.  Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-

DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan  

Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita  

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor  

202); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 

NOMOR 22/M-DAG/PER/3/2016 TENTANG KETENTUAN 

UMUM DISTRIBUSI BARANG. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum 

Distribusi Barang diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 

secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 

(1) Pelaku Usaha Distribusi dalam mendistribusikan 

Barang secara tidak langsung, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) wajib 

memenuhi ketentuan: 

a. Distributor hanya dapat mendistribusikan 

Barang kepada Produsen, Sub Distributor, 

Grosir, Perkulakan dan/atau Pengecer; 

b. Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan 

Barang kepada Produsen, Grosir, Perkulakan 

dan/atau Pengecer; 

c. Agen hanya dapat mendistribusikan Barang 

kepada Produsen, Sub Agen, Grosir, Perkulakan 

dan/atau Pengecer; dan 

d. Sub Agen hanya dapat mendistribusikan 

barang kepada Produsen, Grosir, Perkulakan 

dan/atau Pengecer. 

(2) Distribusi Barang secara tidak langsung dilakukan 

oleh Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian, 

penunjukan dan/atau bukti transaksi secara 

tertulis. 
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